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| iPEMERlNTAH KABUPATFN KARAN(:ANYAR
i PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

~ ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PE-NYUL UHAN
PE:RTANIAN PERIKANAN DAN KtHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

i Menimbang i

1

a. .
'berkeldnjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
) ,fBUPATl KARANGANYAR

banwa pembangunan pertanlan perukanan dan kehutanan yang -

-kebutuhan pangan, papan, bahan baku industri serta memperiuas
lapanqan keffa dan lapangan  berusaha, meningkatkan
keoejdhteraan rakyat, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan,
memngkatkan pendqpatan nasional serta “menjaga keleslauan

hnakungan : :

bahwa dalam rangka memperkuat pengembangdn peltdnadn
perlkanan dan kehutanan yang maju dan modern, pemerintah
daerah perlu menyelenggarakan suatu sistern penyuluhan, serta
dilaksana kan oleh lembaga penyuluh;,m yang handal dan
profesmnal . l :

bath berdasarkan pertimbangan sebagalmana huruf a dan huruf

b, perlux membentuk Peraturan Daerah’ tentang Organisasi dan

Tata: l\erja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, - Perikanan

. dan Kr=hutanan Kabupaten Karanganyar

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan .

Daerah—daerah Kabupaten dalam Llngkunqan Propms: Jclwa.
Tengah; Co : -

ot
s

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

. Peraturan.! Perundang-Undangan . (Lembaran Negara Repubilik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negcna

Republik’ Indonesm Nomor 4389);

Undang- Undang Nomor 32 . Tahun 2004 - tentang Pemermtahan

‘Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomior.

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan -

Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negzra
Republik lndonasm Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran ..

Negarc\ Repubhk lndonesna Nomor 4 844)



S~

. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan

Keuangan -antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Repubhk Indonesia Tahiin 2004 Nomor 126,

| Tambahar} Lembaran Negara Republik lndoneS|a Nomor 4438);
. Undang-Undang ‘Nomor - 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara. Republlk lndonesua Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran: Negara Republlk Indonesna Nomor 4660); ‘

. Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, I’ambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor
4533); : : :

. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tenfang Pembagian
- Urusan- Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Repubhk indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan ;
: Lembaran Negara Repubhk indonesia Nomor 4737)

; Peraturan Pemer:ntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonc-\alaT
. Nomor 4741) ‘ ‘

. 'Peraturan [Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahar, |

Pengundangan dan. Penyebarluasan ,Peraturan Perundang-
Undangan o :

0. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008

tentang . Urusan Pemetintahan - Yang . Menjadi Kewenangan

_ Pemenntahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 7).

D_engan Persetu;uan Bersama

- ‘DEWAN'PERWAKLLAN?RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan:

AR dan :
 {BUPATI KARANGANYAR

MEMU'TUSKAN :‘

PERA fURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
.~ BADAN -PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN

. DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

L BABI
s KETEN_TUAN UMUM

'Pésal 1

B
'f . B

. Dalam’ Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

SN E Daerah adalah deupaten Karanganyar
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2. Pemenntah Daerah adalah Bupatl rdan F’erangkat sebagal unsur -

penyelenggara Pemenntahan Daerah Kabupaten Karanganyar

- 3. Bupati adalah Bupatz Karangan)ar -
4, Perangkat Daerah’ Kabupaten Karanganyar adalah unsur pembantu Kepala

Daerah. dalam penyelengqaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah Sekretariat .DPRD, Dinas Daerah Lembaga Teknis
Daerah, Satuan’, Polisi Pamong ' Praja, Lembaga Lam Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Karanganyar :

5, (Sekretans Daerah adalah Qekre‘tans Daerah Kabupaten Karanganyar

6. Jabatan Fungsmna! adalah kedudukan yang- menunjukan tugas, tanggung

* jawab, wewenang, dah - hak seorang Pegawai Negan Sipil dalam suatu
kesatuan organisasi. yang dalam pelaksanaan tugasnya dldasarkan pada
“keahlian dan ketrampﬂan serta be safat mandiri;

7. Sistem penyuluhan pertaman penkanan dan kehutanan yang selanjutnya
disebut * sistem ' penyuluhan adalah seluruh rangka|an ‘pengembangan

kemampuan pengetahuan ketrampllan serta sikap pelaku utama dan pelaku
usaha melalui penyuluhan . ~

8. Penyuluhan pertaman penkanan dan kehutanan yang selanjutnya dnsebut ~
penyliluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama:dan pelaku usaha
agar ‘mereka mau dan mampu” menolong dan mengorgamsasnkan dirinya
dalam mengakses mformasn pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya.
lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, eﬂSIenS| usaha, -
pendapatan dan kesejahteraannya, ‘serta memngkatkan kesadaran dalam
pe{estanan fungsi hngKungan hidup; .

9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

peternakan yang \.elanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang
meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang

~ -pengelolaan sumber daya alam hayati: ddlam agroekosistem yang sesual dan
berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen
untuk- mendapatkan manfaat sebesar—besarnya bagl kesejahteréan '
masyarakat; ' -

10.Perikanan adalah semua keglatan yang berhubungan dengan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya ikan-dan lingkungannya secara berkelanjutan, -
mulai dari praproduksi, preduksi, pengolahan sampai-dengan pemasaran yang

dilaksanakan dalam suatu sistem blsnls perikanan;

11, Kehutanan adalah sn*‘tem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasnl hutan yang dlselenggarakan secara terpadu dan ,
berkelanjutan r :

-12.Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau

korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani,
agropasture, penangkaran satwa dan. tumbuhan, di dalam dan: di sekitar hutan,
yang meliputi usaha hulu usaha tam agromdustn pemasaran dan-jasa
penunjang, R : .

13. Penyuluh adalah Penyuluh Pegavvai Negeri Slpll yang diberi tugas, tanggung
-jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada
satuan = organisasi Ilngkup pertanian, 'perikanan :atau '~ kehutanan untuk
melaksanakan keglatan penyuluhan o ‘ '



o

)

~ unsur pendukung ‘tugas Bupati dalam: penyelenggaran Pemerintahan Daerah di-

(2)

P sebagalmana dimaksud. pada ayat . (1) mempunyai tugas membantu Bupatl

‘]

- 14 Komnsn penyu.uhan perianlan ' perikanan dan kehutanan yang selanjutnya

- disebut Komisi Penyuluhan Kabupaten adalah Komisi yang terdiri atas para
pakar dan/atau praktisi- yang . mempunyal keahlian' dan  kepedulian dalam
bldang penyuluhan atau pembangunan perdesaan di kabupaten Karanganyar;

. 15.Pe aku utama keg:atan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya

disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan

huf‘an petani, pekpbun peternak, nelayan ,pembudl dava lkan pengolah ukan
beserta keluarga lntmya ‘ , . :

16. Pelaku usaha adalah perorangan wasga negara lndonesna atau korporasi yang

dlbentuk menurut * hulkum lndonebla yang menge!ola usaha pertaman
penkanan dan kehutanan

s 17. Prggrama penyt.luhan pertaman perlkanan dan kehutanan yang selanjutnya

d‘stf’b“t programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang- disusun secara
sistematis untuk - memberikan arah dan pedoman s\,bagal alat pengendah
pencapalan tu;uan penyuluhan :

18, Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyal kewenangan
mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri-Sipil sesuai
den ganketentuar‘; peraturan perundang-undangan yang berlaku.

; - BABIL
e PEMBENTUKAN
R Pasal2

;" E

‘ Dengan Peraturan Daerah ini dlbentuk Organlsa51 dan Tata Kerja Badan Pelaksana
- Penyuluhan Pertaman Perlkanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar

BAB HI ;

KEDUDUKAN TUCAS DAN FUNGSI
’ 3 Pasal3 '

Badap Pelaksana Penyuluhan Pertanlan, Penkanan dan Kehutanan merupakan

bxdang pelaksanaan penyuluhan pertanian . perikanan, dan kehutahan ,yang
dipimpin_oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah 'dan bertangdung

~.jawab kfépada Bupati melalun Sekretaris Daerah;

Bada . Pelaksana - Penyuluhan Pertanlan ' Penkanan dan Kehutanan

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan penyuluhan

pertanlan penkanan dan kehutanan.yang meliputi :

a. Menyusun kebuakan dan programa penyuluhan Kabupaten yang sejalan
dengan kebuakan dan programa penyuluhan Provinsi dan Nasional,

 b.Me aksanakan penyuluhan dan- mengembangkan mekamsme tata kerja dan

’ metode penyuluhan I

C. Melaksanakan pengumpulan pcngolahan pengemasan dan penyebaran
mateﬂ penyuluhan bag| pelaku utama dan pelaku usaha '



s
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P

od. Melakéanakan _'pembinaan’ béngembangah kerja sama, kemitraan,

pengelolaan kele»mbagaan ke_t‘enagaan‘,, sarana. dan - pr‘asarana seria
pemblayaan penyuluhan o . .

" e.Menumbuh kembangkan dan memfasnhtasn kelembaqaan dan forum keglatan ,

(3

bagi pelaku utama dan pelaku usaha

f. Melaksanakan - pemngkatan kapasatas penyuluh Peqawal Negeri Si'p_i_l, |
swadaya dan swasta mefalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Dalam menyclcnggarakan tugas sebagalmana dimaksud. pada ayat (2) Badan
Pelaksana Penyuuuhan Pertaman .Perikanan dan Kehutanan mempunyal
fungsi: - , : :

a. Penyusunan kebuakan teknls di bldang penyuluhan pertaman penkanan dan
kehutanan yang meliputi penyelengaraan dan kerja sama penyuluhan,

~ ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pengelolaan balai penyuluhan

l<e(:<:xmatan Pos penyuluhan desa/ kelurahan serta kesekretariatan;

b. Pembenan dukungan atas penyele.nggaraan pemerintahan daerah dibidang

peryuluhan pertanian,. perikanan dan kehutanan - yang  meliputi

penyelengaraan dan kerja sama penyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan .

penyuluhan, pengelolaan Balai penyuluhan kecamatan, pos penyuluhan
desa /kelurahan serta kpsekretanatan

¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di. bidang - penyUIUhan pertanlén

penkanan dan’ kehutanan yang mehput\ penyelengaraan dan kerja -sama S

penyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pengelolaan balai
penyuluhan kec,amatan pos penyuluhan desalkelurahan  serta
kesekretanatan R ~

',d Pengumpulan pengolahan penqemasan dan penyebaran mformasxlmenen

penyuluhan pertanian bagl petani dan pelaku usaha pertaman Ialnnya

e. Pelaksanaan fasnhtasu dan penyelenggaraan forum keglatan kelembagaan
petanl dan kelembagaan usaha pertanlan lainnya; : :

f. Pelaksanaan. evaluasi dan pelaporan di bldang ppnyuluhan pertaman

penkanan dan kehutanan kesekretanatan

g Pelaksanaan tugas laln yang dlbenkan oleh Bupatl sesuai dengan tugas dan-

(1)

fungsmya

, BAB v
SU'%UNAN ORGANISASI
Pasal 4

C%usunan Orgamsas: Bgdan pelaksana penyuluhan peﬂanlan penkanan dan ~

‘kehutanan terdiri dan

a. Kepala Badan; , ,
b. Sekretarlat membawahkan
1. Sub Bagian Perenuandan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum .
C. Bldang Penyelen Jgaraan dan Kerjasama Penyuluhan
d. Bldang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan;



(2)
3)

@)

* beracadi bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

| ©)

(7).

(1)

)

e

e. Kelompok Jabatan ftsmgsmnal , ,
f Kelompok Jabatan F}ungsnonal Balai Penyuluhan Kecamatan
g Ke!ompok Jabatan F‘ungsmnal Pos Penyuluhan Desa dan Kelurahan |

Sekretariat dlplmpm oleh seorang ‘Sekretaric yang berada di bawah dan.
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. .

‘Masing-masing Bldang dlplmpln oleh seorang Kepala Bxdang 'yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .
Masmg -masing Sub Baglan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang |

Kelompok Jabatan Fungsmnal Balal Penyuluhan Kecamatan dlplmpm oleh

seorang tenaga fungsional senior berada di bawah dan bertanggung jawab )
‘kepada Kepala Badan. | - s

»..Kelompok Jabatan Fungolonal Pos Penyuluhan DesalKelurahan dlplmpln oleh

seorang tenaga fungsional senlor berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada’ P\epala Badan. : . g

Bagan Orgamsasx Badan Pelaksana Penyuluhan Pertaman Perikanan dan

Kehutanan sebaga'mana dimaksud ayat (1), tercamtum dalam lampiran

Peraturan Daeran ini yang merupakan bagian yang tldak terplsahkan dengan .

Peraturan Daerah ini, -

| BagianKesatu
~'Balai Penyuluhian Kecamatan

: i - ‘.-v Pasals
Balai Penyuluhan Ke(.,amatan ada!ah kelompok- Jabatan fungsnonal ‘yang
melaksanakan sebaglan ‘tugas Badan' dalam menyelenggaraan penyuluhan

pertanian, perlkanan dan kehutanan yang . mempunyal wilayah kerja satu . - .

Kecamatan

Balai Penyuluhan Keramatan dlmquud pada ayat (1) mempunyai fungsu
sebagai tempat petternuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang pertanian, penkandn dan kehutanan di tingkat chamatan

‘Balai Penyuluhan kecamatan sebagalmana dlmaksud dalam pada ayat (1)

mempunyal tugas -

- a. Menyusun programa penyuluhan pada tlngkat kecamatan ‘sejalan dengan; |

~ programa penyuluhan kabupaten; -

b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan yang telah
- ditetapkan; ‘% :

e Menyedlakan dan menyebarluaskan mformas: teknologn sarana produksn ‘

'pemblayaan dan pasar

d Memfasilitasi pengembangan dan per‘:ngkatan kapasxtas kelembagaan dan

kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;

~e.}‘MemfasmtaS| pe,nlngkdtan ‘kapasitas penyuluh Pegawal Negeri Sipil,

. Penyuluh Swasta dan penyuluh swadaya melalu1 proses pembelajaran
secara berkeianjutan : '

f. Melaksanakan pzoses pembelajaran melalul percontohan dan

pengembangan model usaha tam bag| pelaku utama dan pelaku usaha yang
berada di Kecamatan. -



(1)

prsPenymuhan Desa/Kelurahan :
g % 3 Pasal

Pos Penyuluhan Desa dan Kelurahan merupakan kelompok jabatan. fungs10nal

. yang- menyelenggarakan sebagian- tugas Badan = dalam . penyelenggaraan-
‘penyuluhan. di idpangan yang dlbentuk dan dikelola secara partisipatif oleh

3)

pelaku-utama, pelaku uaaha dan mempunyal wulayah kerja satu atau beberapa
Desa/Kelurahan. | i ~ . :

Pos Penyuluhan Desa/KPIurahan d!maksud pada ayat (1) mempunyal fungsi.
sebagai tempat perh=muan para penyuluh pelaku utama dan’ pelaku usaha di
bidang pertanian, peukdnan dan kehutanan di tingkat Desa/Kelurahan

Pos Penyuluhan - Des*:lKelurahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (-

' Peraturan Daerah ini mempunyal tugas
‘a. Monyusun programa penyuluhan pada tingkat Desa/Ke!urahan sejalan dengdn 7

programa penyuluhan di tingkat Kecamatan , ,
b. Melaksanakan penyuiuhan di Desa/Kelurahan yang menJadl wnlayah kerjanya

¢ Mengmventansasu permasalahan dan upaya pemecahannya

d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontolian dan pengembangan
‘model usaha tam bagl pelaku utama dan oelaku usaha yang berada di |
Desa/Kelurahan;. ' | ,

e.Menumbuh kembangkan kepemsmpman kewnrausahaan serta kelembagaan

pelaku utama dan pe!aku usaha;

f. Melaksanakan keqlatan r@mbug, pertemuan tekms temu Iapang, dan metode
penyuluhan lain bagi pelaku utama dan. pelaku usaha k

B 'g Memfasilitasi forum pqnyqluhan perdesaan,

o)

2).

3)

 BABY
. KoMIS| PENYULUHAN |

Pasal 7.

,‘Untuk menetapkan kebudkan dan strategl penyuluhanan Bupatl dapat dlbamu
‘oleh Kom|S| Penyuluhan : : 4

Kom|51 Penyuluhan mempunyal tugas membenkan masukan kepada Bupatl :

sebagau bahan penyusunan kebuakan dan strategi penyuluhan

Ketentuan lebih Ian;ut mengenau ' pembentukan . Komisi; Penyuluhdn.

- sebagalmana dlmaksud pada ayat ) dlatur dengan Peraturan Bupatl

M

BAB Vl

PFNGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
; e qual 8.
Eselonenng Jabatan Badan Pelaksand Penyuluhan Pertaman Penkanan dan

Kehutanan adalah sebagdl berikut : :
a) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural eselon lI/ b;




@

: Kelompok Jabatan fungsuonal terdm darl sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan
2o Fungelonal yang terbagl dalam bldang keahllannya S : '

- senior yang ditunjuk oleh pejabat ydng berwenang dan bertanggung jawab

~Kehutanan.
)

e berdasarkan kebutuhan dan beban- kerja : L L | :
Jems dan j jenjang jabatan fungs:onal sebaglmana d:maksud pada ayat (1) dlatur e
e sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku. - ~ ‘

~yang berwenang - oesuai dengan peraturan Perundangan undangan yang

. | l .
] S
1 e

. I

.ri.“-"’
|
N
S R
‘ i

b) Sekretans r“erupakan Jabatan Struktural eselon Nl l a i

e c) Kepala Bsdang m=rupakan Jaba’rdn struktural eselon III /b
@)

o yang berwenang sesual dengdn peraturan Perundang-undanqan yang berlaku

\

Pengangkatan dan I-'emberhentlan Jabatan Struktural dllaksanakan oleh Pejabat

'!
! S0y

; BAB vn e
o KI:LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Ll
R

Pasal 9

Setlap kelompok Jabatan fungsuonal dlplmpln oleh seorang pejabat fungsmnal

kepada . Kepala dean pelaksana penyuluhdn pertaman penkanan dan

E
B S
L ‘

Jumlah! ;abatan fungsmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1 ) dltentukan;' : o

Pengangkatan dan’ pemberhentlan jabatan fungsmnal ‘dilakukan oleh pejabat,

f‘“beﬂaku B

' BAB VIII

TATA KERJA
| Pasal 10

' 'Dalam rr.eléksanakan tugasnya setlap plmplnan satuan organlsaS| dan kelompok_ ,
. jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, mtpgrasu sinkronisasi baik
~dalam Ilngkungan masing- masmg maupun antar satuan organisasi di- lingkungan

pemerintah daerah serta dengan instansi lain di- Iuar pemerlntah daerah sesual o

'(1)

’ dengan tugas dan fung5| ma lng masmg

i Pva‘s‘a|'11'

Setlap kepala Satuan Organlsa3| Wajlb mengawasu bawahannya masmg masing :
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil Iangkah Iangkah yang dlperlukan

_sesuai dengan peraturan perundang-undangan

@
S ,mengkoordlna3|kan bawahan masing-masing dan membenkan blmbmgan serta
. petunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahannya.

[©)

Setlap Kepala oatuan, Orgamsasu bertanggung jawab 'memlmpm

'Set\ap Kepaia Satuan' OrgamsaSI Wajlb menglkutl mematuhl petunjuk dan

- bertanggung jawab kepadd atasan masmg-masmg serta menylapkan laporan~

‘berkala tepat pada waktunya



Lt

| ‘['Dlundan an di Karanqanyar el
‘ 12 Januari2009 -~
DAERAH |

R

(4) Dalam melaksanakan tugas setlap Kepala Satuan Orgamsasn dlbantu oleh:’
o satuan organisasi dlbawahnya dan dalam rangka pemberian blmbmgan kepada ;
o bawahan masmg masmg, Wajlb mengadakan rapat berkala : .

'Paqal 12 o

(1)‘, Setnap Iaporan yang dlterlma oleh plmpman satuan organlsabl dari bawahannya

. waijib diolah dan dlpergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
d ‘Ianjut certa untuk memberlkan petunjuk kepada bawahannya 2 S

(2:)" Dalam menyampalkan? Iaporan ‘masing-masing - kepada atasan :
. laporan. wajib disampaikan pula kepada satuan organlsaS| Ia|n yang secara* S
fungsmnal mempunyal hubungan kerja 5 ‘

tembusan -

BAB lX

KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 13

Uralan tugas dan fungsn Badan pelaksana penyuluhan pertaman penkanan dan' :

b ‘Hj." RINA IRIANI SRI

o kehutanan dlatur Ieblh Ian|ut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

: kHal hal yang belum dlatur da am Peraturan Daerah ini akan dlatur Iebuh Ianjut dengan‘ -
g ,Peraturan Bupatl sepanjang mengenal pelaksanaannya - ’

: Pasal- 15

" 'Peraturan Daerah ini mu|a| berlaku pada tanggal dlundangkan

o Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah
ml dengan penemoatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

- Dltetapkan di Karanganyar ;
- pada tanggal 12 Januan 2009
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s PENJELASAN |
PERATURMVDAERAHKABUPATENKARANGANYAR
oo KNOMOR 5 TAHUN 2009

TEN I'ANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTAN!AN

PER!KANAN DAN KEHUT/-\NAN KABUPATEN KARANGANYAR

1.
~"5
i
]

Penyuluhan pertaman pénkanan dan, kehutanan merupakan proses pembelajaran«f 5

~ sebagai upaya untuk menlngkatan produkttvnias efisiensi . usaha dan kesejahteraan '

' pertanian, perikanan dan ' kehutanan' harus terus dmngkdtkan agar pembangunan i
dtbldang pertanian , pertkanan dan kehutanan leblh maju dan. berkembang

“petani, pelaku utama dan pelaku. usaha. ‘Oleh karena itu’ pelaksanaan penyuluhanan

‘Berdasarkan Unddng Undang ‘Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan .

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ,- Pemerintah’ Daerah perlu meningkatkan peran o

penyuluh pertaman , perlkanan dan ‘kehutanan agar ' kelembagaan pelaksana‘ .

* penyuluhan: Pertanian, penkanan dan Kehutanan lebih handal dan profisional yang ‘i~_ o
mewadahi kegiatan penyulthan - pertanian, perikanan dan kehutanan |, sehingga LR

L pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan maksimal efektif d:an efisien.

Atas dasar per’nmbangan tersebut .maka periu membentuk Peraturan Daerah -~

ltentang Orgamsasx dan Tatakerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertaman Penkanan -

o

dan Kehutanan Kabupaten karanganyar

',PASAL DEMI PASAL L

- Pasalt . . Ckaiijelas S

~ Pasal 2 - Cukup jelas . b
" Pasal3 . : Cukupjelas . =
Pasal4 .  : Cukupjelas: - '
Pasal5 . : Cukupjelas =
Pasal6 ':k'Cukupjelas S . L i
~Pasal7 .~ . Yang'| dlmaksud dengan - Komisi - “Penyuluhan  adalah

'Kelembagadn lndependen yang - dibentuk ' pada tingkat |
deupaten yang terdiri atas para pakar  dan/atau, praktisi yang -
~ memptinyai keahlian. dan kepedullan dalam bldang penyuiunan, T

- atau. pembangunan desa

- Pasal 8;_ -1 Cukup Je|as

: Pasal 9 G ‘ :'.‘Yang dlmaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabatf

yang . mempunyal kewer\angan mengangkat, memindahkan dan-

~ memberhentikan. Pegawa| Negeri Sipil sesuai: dengan ketentuan o

N peratur;cm perundang undanqan yang bPrlaku
Pasal10 ~  : Cukupjelas: . - - B

Pasal11 . : Cukupjelas -
Pasal12 .. Cukupjelas
Pasal13 .. : Cukupjelas
Pasal14 . - : Cukupjelas

‘Pasal1s - :*Cukupjrelas_‘ '
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-FUNGSIONAL 0 et foy e i e L0 ma B

Subbagian Perencanaan |, : |- . Subbagian -

dan Keuangan o Umum

L

COBIDANG | |~ BIDANG
PENYELENGGARAANDAN | ____ | . | KETENAGAANDAN
'KERJASAMA PENYULUHAN [~~~ 7777 } ' KELEMBAGAAN PENYULUHAN:

O
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
" BALAI PENYULUHAN KECAMATAN
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KELOMPOK JABATAN FUNGSlONAL e : e | ,
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LAMPIRAN XII | S :

~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
. NOMOR  :3Tahun2009 - |
e TANGGAL 12 Januari 2000 .

" . . . i k VA § ’,.\

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
_SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

- KEPALA

. b subBagian
KELOMPOK | — z —— ° ~ TataUsaha -
f

~JABATAN FUNGSIONAL

« Seksi L delesss . Seksi - o A . Seksi
Ketentraman Masyarakat. =~ |~ . o o000 Penegakan Peraturan Daerah o e Pengembangan Kapasitas dan S
e s T ~ e o : : e - Penanganan Pengaduan |

 BUPAT/KARANGANYAR
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